
ABSTRAK 

 

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang 
Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pemungutan 
Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor. 
Pengenaan pajak dilaksanakan berdasarkan sistem faktur sehingga atas 
penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sehingga 
bukti transaksi penyerahan barang dan atau jasa itu yang digunakan sebagai dasar 
penghitungan pajak terutang. 

Pembelian Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak atau pengimpor 
Barang Kena Pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima 
bukti pungutan pajak. Pajak yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan,  
sedangkan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau 
Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dipungut 
oleh Pengusaha Kena Pajak ini dinamakan Pajak Keluaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Peranan 
Faktur Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Dasar Penghitungan Pajak 
Terutang di PT. Kidung Agung Jaya Perkasa. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif analitis,yaitu suatu metode yang bertujuan untuk 
menggambarkan keadaan fakta yang ada, yang kemudian dikumpulkan, diolah, 
dan dianalisis. Dalam pengumpulan data, penulis juga membagikan kuesioner 
kepada beberapa karyawan di perusahaan. Daftar pertanyaan disajikan dalam 
bentuk pertanyaan yang dibedakan antara variabel independen dan variabel 
dependen. 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut adalah besarnya 
Pajak Pertambahan Nilai terutang (PPN Kurang Bayar) Masa Pajak Desember 
2005 adalah sebesar Rp 1.926.028,00. Hasil tersebut diperoleh dari 
membandingkan Pajak Keluaran sebesar Rp 17.389.673,00 dengan Pajak 
Masukan Rp 15.463.645,00. Pajak Pertambahan Nilai terutang akan disetor ke kas 
negara oleh PT. Kidung Agung Jaya Perkasa dengan mengisi Surat Setoran Pajak 
(SSP) pada tanggal 9 Januari 2006. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kidung Agung Jaya Perkasa 
sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dalam hal ini adalah 
dalam pembuatan dan penyetoran Faktur Pajak yang wajib dilakukannya apabila 
perusahaan melakukan penjualan produk kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya, 
maka Faktur Pajak yang dibuat secara lengkap dan tepat sangat mendukung 
perusahaan sebagai dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. 
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